WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 488/Kep.352-Hum/VIII/2023

TENTANG

BESARAN BIAYA PELAYANAN DAN PENGGANDAAN INFORMASI PADA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan
dokumentasi yang berkualitas, efektif dan efisien, maka
dipandang perlu ditetapkan Standar Biaya Pelayanan dan
Penggandaan untuk memperoleh informasi yang diminta oleh
masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang
Besaran Biaya Pelayanan dan Penggandaan Informasi pada
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Kota Bekasi;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemeriantah Pengganti
Unang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian Informasi Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011
tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E);

. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota
Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6
Seri E);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor
07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota
Bekasi Tahun 2017 Nomor 27 Seri E) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi
Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun
2018 Nomor 73 seri E);

Berita Acara Pembentukan Surat Keputusan Wali Kota Bekasi
tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Utama, Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Utama pada Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Utama Pemerintah Kota Bekasi dan Besaran Biaya
Pengadaan Nomor : 488/971/SETDA.Hum tanggal 1 Agustus
2023;

MEMUTUSKAN :

Besaran Biaya Pelayanan dan Penggandaan Informasi pada
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Kota

Besaran biaya Pelayanan Informasi pada Pemerintah Kota Bekasi

sebagaimana berikut :

1. standar biaya penggandaan dokumen di Kota Bekasi sebesar
Rp. 300,- (Tiga Ratus Rupiah);

2. standar biaya tersebut berdasarkan harga yang berlaku pada
jasa penggandaan atau foto kopi di wilayah Kota Bekasi;

3. standar biaya jasa kirim surat melalui pos dan jasa pengiriman
sesuai jumlah yang sudah ditetapkan jasa pengiriman.

Setiap dokumen informasi yang akan di gandakan didampingi
oleh Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
bertanggung jawab atas dokumen informasi yang dikuasainya.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang
perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

’

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Jawa Barat;

2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat;
3. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;

4. PIt. Inspektur Kota Bekasi;




